PERATURAN BUPATI] SITUBONDO
NOMOR g TAILIUN 2014

TENTAN

PEDOMAN OPERASIONAL PENYELENGUGARAAN JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL PADA PUSKESMA: DAN JARINGANNYA
DI KABUPATEN S1TUBONDO

~ DENGAN RAHMAT TUHARN ¥ ANG MAHA ESA
’

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang + bahwa dalam rangka nmeningkatkan mutu pelayanan
kesehatan dalam poens clenggaraan Jaminan Kesehatan
Nasional sebagai poaksanaan  ketentuan  Undang-
Undang Nomor 40 Tahiun 2004 tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional dan Undang Undang Nomor 24 Tahun
2011 tentang Bada,.ivavelegpgara Jaminan Sosial dan
guna tertib administiisi pengeiolaan keuangan daerah
terkait dengan pcembavaran dana kapitasi oleh Badan
Penyelenggara Jamina:. Sosial schagaimana diatur dalam
Peraturan Presiders Momor 12 Tahun 2013 tentang
Jaminan Keschat:u, s sovaoinas.s telah diubah dengan
Peraturan Presiden Toomor 110 Tahun 2013, perlu
membentuk  Peraiurcn BBupati  tentang Pedoman
™ Operasional  Penyelengearaan Jaminan Kesehatan
Nasional pada Puskesmas dan  Jaringannya  di
Kabupaten Situbond:.

Mengingat . 1. Undang-Undaneg ~Nomor 17 Tahun 2003  tentang
Keuangan Nogarn iLornbarun Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomo s, Tamoahan Lembaran Negara
Republik Indonesiy fowon 4 280),
e 2. Undang-Undang i anor 1 Tahun 2004 tentang
| Perbendaharaan  inoeua cinibaran Negara Republik
Indonesia Tahurn i1 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik lidunesia ~OmGr 4359);
3. Undang-Undeng Nsnor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaar:  boncoisiar Jdan Tanggung Jawab
Keuangan Ncgiu Joabas segara Republik Indonesia
Tahun 2004 Noinur o, Tambohan Lembaran Negara
Republik Indones o somor 440D);
4. Undang-Undang .o 28 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran (e« xNeewit fahun 2004 Nomor 116,
Tambahan Lo ¢ oo soeiaa Nomor 4431);
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun
2008 (Lembarany Negara Tahun 2008 Nomeor 359,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844},
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah {Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3637);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional {Lembaran Negara
Republik Indoensia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4456);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara 3637);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2012 tentang
Penerima Bantuan Iuran Jaminan kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5372);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun
2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 255);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013
tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Dan Fasilitas
Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan
Program Jaminan Kesehatan;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013
tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan
Kesehatan Nasional;



Menetapkan

16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/Menkes/
SK/11/2004  tentang Kebijakan Dasar Pusat
Kesehatan Masyarakat;

17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 326/Menkes/
SK/IX/2013 tentang Penyiapan Kegiatan
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten
Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo
Tahun 2008 Normor 2);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 21
tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
pada Puskesmas dan Laboraturium Kesehatan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011
Nomor 21)

20. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Retribusi
Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan
Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat
di Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten
Situbondo Tahun 2008 Nomor 60);

21. Peraturan Bupati nomor 61 Tahun 2011 tentang
Pedoman Remunerasi pada Pusat Kesehatan
Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat
Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten
Situbondo Tahun 2008 Nomor 61).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
OPERASIONAL ~ PENYELENGGARAAN JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS DAN
JARINGANNYA DI KABUPATEN SITUBONDO

'BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Situbondo.

Bupati adalah Bupati Situbondo.

Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten

Situbondo. . _

4. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten Situbondo.

5. Jaminan Kesehatan adalah jaminan  berupa
perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh
manfaat pemeliharaan kesehatan dan
perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar
kesehatan yang diberikan kepada setiap orang
yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar
oleh pemerintah.

G
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Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya
disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis
Dinas pada Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab
menyelenggarakan sebagian tugas pembangunan
kesehatan di wilayah kerjanya, meliputi Puskesmas
tanpa perawatan, Puskesmas dengan perawatan,
Puskesmas Pembantu, Puskesmas keliling, pondok
bersalin desa dan pondok kesehatan desa.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah
badan hukum yang dibentuk untuk
menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.

Forum Asosiasi Fasilitas Kesehatan adalah Asosiasi
fasilitas kesehatan yang akan melakukan negosiasi
dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan dalam rangka Sistem Jaminan Sosial
Nasional.

Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang
selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan
adalah fakir miskin dan orang tidak mampu
sebagai peserta program Jaminan Kesehatan.

Peserta adalah setiap orang, termasuk orang
asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan
di Indonesia, yang telah membayar iuran.

Tarif Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan
yvang dibayar dimuka oleh BPJS Kesehatan kepada
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
berdasarkanjumlah peserta yang terdaftar tanpa
memperhitungkan jenis dan  jumlahpelayanan
kesehatan yang diberikan.

Tarif Non Kapitasi adalah besaran pembayaran
klaim oleh BPJS Kesehatankepada  Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jenis dan
jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.

Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang
menjadi hak Peserta dan/atau anggota keluarganya.

Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan
kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan
upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik
promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang
dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah,
dan/atau Masyarakat.

Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama  adalah
pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non
spesialistik (primer) meliputi pelayanan rawat jalan
dan rawat inap.

Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah pelayanan
kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik
yang dilaksanakan pada fasilitas kesehatan tingkat
pertama untuk keperluan observasi, diagnosis,
pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.

Rawat Inap Tingkat Pertama adalah pelayanan
kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik
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dan dilaksanakan pada fasilitas keschatan tingkat
pertama  untuk kepcrluan obscrvasi, perawatan,
diagnosis, pengobatan, «an/atau pclayanan medis
lainnya, dimana peserta  dan/fatau anggota
keluarganva dirawat inap paling singkat 1 (satu) hari.
Pelavanan Keschatan  iujukan  Tingkat Lanjutan
adalah upaya pclayanan keschatan perorangan yang
bersifat spesialistitk  a'ca sub  spesialistik  yang
meliputi rawat jalan tir.gkat lanjutan, rawat inap
tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan
khusus.

Pelayanan Keschatan  Darurat . Medis  adalah
pelavanan  keschatan  yang  harus  diberikan
seccpatnva untuk menc-gah kematian, keparahan,
dan/atau kecacatan scsuat dengan kemampuan
fasilitas kesehatan.

Alat Keschatan ad:lah .nistrumen, aparatus, mesin,
dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang
digunakan untuk menceegah, mendiagnosa,
menyembuhkan dan meringankan penyakil, merawat
orang sakit secrta memulihkan kesehatan pada
manusia dan/ataw  acembentuk  struktur dan
memperbaiki funas: tubu b

Formularium Nasional adalah daftar obat yang
disusun olch komie nesional vang ditetapkan oleh
Menteri Kesehatan. didusarkan  pada bukti ilmiah
mutakhir berkhasiat, aman, dan dengan harga yang
terjangkau vang discdiakan serta digunakan sebagai
acuan penggunaan obat dalam jaminan kesehatan
nasional.

Sistem Rujukan aaalah penvelenggaraan pelayanan
keschatan yang mcengaiur pelimpahan tugas dan
tanggung jawab pelayarnan kesehatan secara timbal
balik baik vertikal nwiipus horizonial.

Menteri adalah menter: yang  menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang keschatan.

BAEB II
KiPESIERTAAN

Pas:ai 2

Peserta jaminan iweschatan  bersifat  wajib  dan
mencakup scluruh masyarakal Kabupaten Situbondo
yang meliputi :

a) PBI Jaminan Keschatan: dan

b) bukan PBI Jamirun Keschatan

Peserta PBI Jaminan  Keschatan  sebagaimana
dimaksud ayat (!' h.ruf a adalah Ex-peserta
Jamkesmas,



(3) Peserta bukan PRI Jaminan Kesehatan sebagaimana
ayat (1) huruf b adalah lix-pescrta Askes, Jamsostek,
TNI, Polri dan Mandiri.

BAB III
PELAYANAN JAM:NAN KESEHATAN

Bagian Kesatu
Pelayanan yang dijamin

Pasal 3

Setiap peserta jaminan leschatan mempunyai hak

mendapatkan pelayanan kcschatan yang meliputi:

a. Pelayanan Rawat Jalin ingkat Pertama (RJTP),
terdiri dari :

1) administrasi  pclayanan,  meliputi biaya
administrasi  pendaftaran peserta  untuk
berobat, penycdisan dan  pemberian  surat
rujukan ke flaskes lanjutan untuk penyakit
yang tidak dapat ditungani di faskes tingkat
pertama;

2) pelayanan promotil  preventif,  meliputi
kegiatan penyuluaan  Kesehatan perorangan,
imunisasi dosar, xelwirga berencana, skrining
kesehatan Penyedizan dan distribusi vaksin
dan alat kontrascpsi dasar menjadi
tanggung jawab pccmerintah pusat dan/atau
pemerintah dacrah. BPJS Keschatan hanya
membiayail jasa pelayanan pemberian
vaksin dan alat kontrascpsi dasar yang
sudah termasuk  dalam  kapitasi, kecuali
untuk jasa pclavanan pemasangan
[UD/Implan  dan Suntik di daerah  perifier
diluar kapilast;

3) pemeriksaan, pengobatan, dan  konsultasl
medis;

4) pemeriksaan ibu nanmil, nitas, ibu menyusui
dan bayi;

5) upaya penycmbuban terhadap efek samping
kontrasepsi;

6) rehabilitas, medic aasar:

7} tindakan racdis non spesialistik, baik operatif
maupun non operatif;

8) pclayanan obal dan bahan medis habis pakai;

9) pemeriksuan penunjang diagnostik
laboratoritm tinzkat pertama (pemeriksaan
darah  scderbianag - (Hemoglobin, apusan
darah tepi, trorivosit, leukesit, hematokrit,
cosinofil, o¢ritrosio.  wolongan darah, laju
endap  darah, maliona), urin sederhana
(warna, berat  jenis, kejernihan, Ph,
leukosit, critrosit). leses scderhana (benzidin



test, mikroskopik cacing), gula darah sewaktu.

10} pemeriksaan  penunjang  scederhana  lain
vang dapat dilakukan di faskes tingkat
pertama;

11) pelayanar rujuk balik dari faskes lanjutan;

12) pelaksanaan Program Pengelolaan Penyakit

Kronis (Prolanis).

Pelayanan Gigi, terdiri dari :

1) administrasi pelavanan, meliputl biaya
administrasi perigaltoran peserta  untuk
berobat, penvediaan  dan  pemberian  surat
rujukan ke faskes lanjutan untuk penyakit
yang tidak duapat ditangani di faskes tingkat
pertama,

2) pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi
medis;

3) premedikasi:

4) kegawatdaruratan cio-dental;

5) pencabutan giyi salung {tupikal, infiltrasi);

6) pencabutar gigl permancen tarnpa penyulit;

7) obat pasca cksiraksi;

8) tumpatan komposit; GIC;

9) skeling gigi (1x dalara sctahun).

Pelavanan Rawa: ingp Tingkat Pertama (RITP),

terdiri dari :

1} administrasi pelayanan, meliputi biaya
administrasi pendaltiiran peserta untuk
berobat, pcinediaan dan pemberian  surat
rujukan ke iuskes  lanjutan untuk penyakit
yvang tidak dapat ditangani di faskes tingkat
pertama;

2) pemeriksaan, penpgobatan,  dan  konsultasi
medis;

3) perawatan dan ako.odasi di ruang perawatan;

4) tindakan mcdis kecil/scderbana oleh  Dokter
ataupun pararncadls;

5) persalinan pul vaginam lanpa penyulit maupun
dengan penvuliz;

6) pemcriksaan penunjang diagnostik selama masa
perawatan,

7} pelayanan obat dar bahan medis habis pakai
sclama masa peraswsian;

8) pelayanan trunsfusi darah  sesuai indikasi
medis,

Pelayanan Mawernal den Neonatal, terdiri dar ¢

1) Pelayanan ANC sesuai standar pelayvanan KIA
dengan frekucnst 4 (empat) kalr;

2} Persalinan parvaginam normal, di
Puskesmas/Puskestins PONED/Klinik/Dokter
Praktik perorangar. <dan  jejaringnya serta
Bidan Desa/lsidan Prakiik mandiri baik sebagai
jejaring atau taskes ungkat pertama.



3)

4)

S)
6)

7)

8)

Penanganan perdacahan  pasca keguguran,

persalinan pervieinam dengan tindakan

cmergensi dasar;

Pemeriksaan IPNC (lbu Nifas dan Neonatus),

Pelayanan nilas diintegrasikan antara pelayanan

ibu nifas, bayi baru lahir dan pelayanan KB

pasca salin  scsual standar  pelayanan  KIA

Pelayanan Dayi baru lahir dilakukan pada saat

luhir dan kunjungan nconatal Pelayanan PNC

bagi ibu dan bavi baru lahir scsuai standar

pelayanan KiA  dengan  frekuensi 4 kali

kunjungan, yang terdiri dart:

1. Pelavanan nifas bagi ibu pasca melahirkan
selama 42 (cmpat puiuh dua) hari;

2. Pelayanan PNC bagi bayi baru lahir selama
28 (dua puluh dclapan) hari.

Pelayanan tindak:an pasca  persalinan  (mis.

placenta manual);

Pelayanan pra -:jukan pada komplikasi

kebidanan dan nconatal;

Pelayanan K13 pasca  persalinan untuk

pcmasangan :

1, IUD, Implant;

2. Suntik Kl3.

Penanganan komplilkasi KB paska persalinan.

Pelayanan Ambulan, terdir dari

1)

2)

3)

Pelayanan Ambul:n merupakan pelayanan
transportasi nasicn ryukan dengan  kondisi
tertentu, ant:r Fasilitas  Keschatan, disertai
dengan  upaya  atau keglalan  menjaga
kestabilan  kendisi pasicn  dengan  tujuan
penvelamatan nyaw:i pasicn.

Kondist tertcn.u sebagaimana dimaksud pada

hurul ¢ angka 1, adalah scbhagat berikut :

I. kondisi  pusicn sosuai indikasi medis
berdasarkan  recomendasi medis dari dokter
yang merawal,

2. kondisi kclis perawalan sesuai hak peserta
penuh  dan pasien sudan dirawat paling
sedikit sclhiuna 3 (tiga) harl pada kelas satu
tingkat di atas huknya;

3. pasien rujuk babk rawat inap yang masih
memerlukan  pelayanan rawat  inap  di
faskes tuyuran.

Pelayanan ambulan hanya diberikan untuk

rujukan :

1. sesama asnces Uhgkal pertama,

2. dari [faskes  tingkat pertaina ke faskes

rujukan:

scsama lasces rujukan sckunder;

dari laskes sckucder ke faskes tersier; dan

rujukan bL.odik e faskes dengan tipe di

bawahnya,

b Ww



4) Pclayanan Ambular: yanyg tidak dijamin adalah:

1. jemput pasicn sclain dari IFaskes (rumabh,
jJalan, lokasi lain)

2. mengantar pasicn ke selain Faskes;

3. rujukan parsial {artar jeinput pasien atau
spesimen dalam rangka mendapatkan
pemeriksaan penunjang  atau  tindakan,
yang mcrupakan  ranglalan  perawatan
pasicn di silah satu Faskes);

4, Ambulan/mobil jonazah,;

5. Pasien rujuk balik rawat jalan.

Bagian Kedua
Pelayanan yang Tidak Dijamin

Pasul 4

Jenis Pelayanan yany tideli dijamin dalam pelayanan
jaminan keschatan, mchputi

a.

Mot 0

Gt v

pelayanan keschinten  vang dilakukan  tanpa
melalui  prosedur scoagaimana  diatur  dalam
peraturan vang burliloy,

pelayanan keschatan yvang dilakukan di - Fasilitas
Kesehatan yang tidak lLickerja sama dengan BPJS
Kesehatan, kecuali dalam kcadaan darurat;
pelayanan keschatan rang telih  dijamin  oleh
program jaminan <ceclakaan  kerja terhadap
penyakit atau ccdera akibat kecelakaan kerja atau
hubungan kerja;

pelayanan keschatan  vang telah  dijamin  oleh
program jaminan  keccelakaan  lalu lintas yang
bersifat wajib sampai rilai vang ditanggung oleh
program jaminarn kcoelakaan lalu lintas;

pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri;
pelayanan kesehatan unti:k tujuan estetik,

pelayanan untuk m.ngatasi infertihias;

pelayanan rneratakan g (ortodons:);

gangguan keschatan/penvakit akibat ketergantungan
obat dan/atau alkohol,

gangguan keschatan  akibal sengaja menyakiti diri
sendiri, atau  akibat rmelakukan hobi  yang
membahayakan dirt sendiri;

pengobatan  koaipicie: ter, alternatif dan
tradisional, termasuk LEypuntur, shinshe,
chiropractic, yarg  dvlam dinyatakan  efektif
berdasarkan penilaia: teknologl  kesehatan  (health
technology assessrient)

pengobatan dan undakan 1nedis yang dikategorikan
sebagai pereobasari (cksperimeny;

alat kontrasepsi, kosmetk | makanan bayi, dan susu
perbekalan keschatan rumah tangga;

pelayanan keschatan akibat  bcncana pada
masa langgap darccal, kejadian luar biasa/wabah;
Kejadian tak atlarapx.n vang  dapat dicegah
(preventable aciveise crenis) yangditetapkan oleh
Menteri; dan
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q. biava peclayanan liir: ya vang tidak ada
hubungan dengan Manfaat  Jaminan Kesehatan
yang diberikan,

EAB IV
PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 5

(1) Prosedur peclayanan keschatan di faskes tingkat
pertama, sebagai berikut :

a.

b.

peserta mcnunjukkan kartu identitas BPJS
Keschatan {proscs ..d..inistrasi);

faskes melakukan pengecckan keabsahan kartu
pescria;

faskes melakukan  pemeriksaan  kesehatan/
pemberian tindakan;

sctelah moendapatkan pelayanan, peserta
menandatangar:  lembar bukti pelayanan yang
disediakan ¢leh nasing-masing faskes dan bila
dipcrlukan pescrta alian raemperoleh obat;
apabila  peseris membutuhkan  pemeriksaan
kchamilan, persalinan  dan  pasca melahirkan,
maka pclayanar dapa dilakukan olch bidan atau
dokter umun;;

bila hasil permeriksaan dokter ternyata peserta
memeriukan  pemeriksaan  ataupun  tindakan
spesialis/sub-spesialis  sesuai dengan  indikasi
medis, maka aslces  tingkat pertama akan
membertkan surat rujukan ke faskes tingkat
lanjutan  yvang belarjasama dengan BPJS
Kesehatan scsual dengan sistem rujukan yang
berlaku;

Surat rujukan discdiakan olzh masing-masing
faskes dengan  format sesua. ketentuan BPJS
dan berlaku unwuk periode maksimal 1 (satu)
bulan sejak tanggal rujukan diterbitkan;

faskes wajib melikukan pencatatan pelayanan
dan tindaka: ving telal, dilakukan ke dalam
Aplikast  Sistem Jiiformast  Manajemen  yang

. telah discdiakean 3PS Kesehatan.,

(2) Prosedur Pelayonan Rivat Inap Tingkat Pertama
(RITP), scbagai berikun

a.

b.

peserta dawung, ke Lisles tingkat pertama yang
memiliki fasiiitios rawa inop,

faskes dapiat neligyuani peseria yang  terdaftar
maupun  peserta yang dirgjuk  dari faskes
tingkal pertama iain;

peseria menunjakkan ideiititas BPJS Kesehatan;
faskes melakukan pengecckan keabsahan kartu
peserta;



(1)

(2)
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e. faskes melakukan pecincriksaan, perawatan,
pemberian tindakan, obat dan BMHP;

f. setelah mendapatkan pelayanan peserta
menandatangamnt lembar bukti pelayanan  yang
disediakan olch rnasing-masing faskes;

g. faskes wajib mclakukan pencatatan pelayanan
dan tindakan vang :clah dilakukan ke dalam
Aplikasi Sistern [nformasi Manajemen yang telah
disediakan BPJS Kesenatan;

h. pesceria dapat dirujuk ke faskes tingkat lanjutan
bila seccara indikasi medis diperlukan.

Prosedur Pelayanun Kebidanan dan Neonatal, antara

lain :

a. peserta momerigsakan  kehamilan (ANC) pada
faskes tingkat pcitaina atau jejaringnya sesuai
dengan proscdur peneriksaan di faskes tingkat
pertama;

b. pemeriksaan ANC dan PNC dilakukan pada
satu lempal yang sama, misalnya pemeriksaan
ANC dilakukan pada  bidan  jejaring maka
diharapkan proscs persalinan dan pemeriksaan
PNC juga dilakukan pada bidan jejaring tersebut;

¢. pemeriksaan ANC dan PNC tidak dapat dilakukan

pada tempat vang berbeda kecuali dalam keadaan
darurat;

d. pemeriksaan ANC dan PNC pada tempat yang
sama dimaksudkan untuk :

1) ketecraturan pencatsatan partograf;

2} moniloring terhadap perkembangan kehamilan;

3) memudahkanr dalam admimstrasi pengajuan
klaim ke BPJS Keschatun,

BAB V
SISTEN PENBAYARAN

Pasal 6

Sistemn pembayaran kapitasi pada rawat jalan tingkat

pertama, adalah schagai berikut

a. faskes yang dibayarkan kapitasi adalah faskes
yang bcekerjasaima denosan 13PJS Kesehatan;

b. biaya pelayane: RIJTP dibayar dengan kapitasi,
yaitu berdasarkan jurnlah peserta yang terdaftar
di faskes terscbul tanpa pengenaan iuran biaya
kepada peserta;

c. besaran kapitas! standar ditetapkan oleh Menteri
Kesehatan;

d. ketentuan norma kapitasi dan besaran kapitasi
diatur berdasarkan  kescpakatan antara BPJS
dengan Forum Asosiast Fosilitas Kesehatan.

Pelayanan Raw:ut inap Tingkat Pertama dibayarkan

dengan sistem palel rawat inap per hari rawat



(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. .
Pembayaran persalian pada faskes tingkat pertama
dibayvarkan dengan sistem paket dengan cakupan
tarif berdasarkan perasuran vang berlaku.
Pembayaran pelay=znan Ambulan dilakukan  dengan
cara fee for service alas scuap pelayanan ambulan
yvang tclah diberican.

BAB VI
TARLF PELAYANAN

Pasal 7

Tarif peclayanar:  eschatan  rawat jalan  tingkat
pertama ditetapkir. berdasarkan sistem pembiayaan
kapitasi dengan besaran kapitasi per jiwa per bulan
sesual dengan peraturan vang berlaku.

Tarif non kapitast intul pelavanan kesehatan rawat
inap tingkat pcertana dan pelayanan maternal dan
neonatal ditetapkon sosuat dengan peraturan yang
berlaku.

Untuk tarif peloviiaarn ambulan merupakan  hasil
kesepakatan antara B3PJS Kesehatan bersama
penyedia layanan ambu.an  tergantung pada  jarak
tempuh antara foshes perujuk dengan  faskes
tujuan rujukanrn, sesual dengan tarif yang berlaku di
Daerah.

BARB VII

PEMANFAATAN D.. A HASIL KAPITASI DAN NON

KAPITASI
Pasul 8

Dana hasil Kapitas: dan Non Kapitasi di Puskesmas
dan Jaringannya harus disctor bruto ke Kas Daerah
melalui Dinas Keschatar schagai penerimaan daerah,
selanjutnva akan ¢dikembealikan ke Puskesmas melalui
mekanisme keuany:n dagiah

Seluruh penerimasn schagaimana dimaksud pada
ayat (1) akan dikermibatikan scluruhnya ke Puskesmas
dan jaringanny: daiam komponen Jasa Pelayanan
dan Jasa Sarané.

Alokasi anggaran ntuk komponen Jasa Pelayanan
sebesar 40% {cmpad puluh »erseratus) dan alokasi
anggaran untuk ke:nponen JJasa Sarana sebesar 60%
(enam puluh porse: us)

Pemanfaatan jusa potovanan kapitasi  sebagaimana
dimaksud avar (& cistar dengan pola sebagai
berikut :



6)

a.

)
[¥]

Paling unggi 79 (1.juh perseratus) darl jasa
pclayanan, diale kasikan untuk anggaran
pembinaan varg berhubungan langsung maupun
tidak langsung dengan upaya peningkatan mutu
pelayanan publik khususnya dibidang kesehatan
atau bidang (ainr yvaag relevan;

Sclebihnya dizlokasikan untuk jasa pelayanan
vang dibagi berdasarkan  sistem  indeksing
(indexing) dan pcmbobolan (rating) yang telah
ditctapkan.

Dikecualikan pemaniaain scbagaimana dimaksud
pada ayal {4) vaila pada jasa pelayanan klaim non
kapitasi.

Penggunaan komponen jasa sarana sebagaimana
dimaksud pada ava (3) 12eliputl;

a.

—

2

belanja administrast perkantoran (surat
menyurat, ATH. bareng cctakan, penggandaan,
dlly;

belanja  pemelharwe ringan untuk  sarana
prasarana, @l ceschatan dan gedung {ruangany;
belanja  modal  terbatas  seperti alat  medik
sederhana, komeoueter, instrumen sct bedah minor
yang merupak-i konpenen taridf

belanja obat olician o obat subsidi;

belanja peribekalan keschatan (bahan alat habis
pakai) yang c:crbatas  termasuk  reangensia,
oksigen, negative fom radiologi serta kertas print
EKG/USG;

belanja  mocubelalr  terbatas  serta penunjang
pelayanan (liroen sprei, sarung bantal, kasur,
gorden, dli;

belanja peralvan rurmah tangga (dapuar);

belanja akoniolesi hogl pasien;

belanja balian bukar minyak (BBM) rujukan;
operasional oo ke terbatas,

biaya pemeliiiz:san kendaraan (Ambulan/Pusling)
lterbatas;

belanja bahan ook dan percontohan;
pendidikan dar: pelat.han Sumber Daya Manusia;
studi bandine usluk peningkatan mutu pelayanan
keschatan;

biaya maicgoe.ac  leriasuk  supervisi - dan
konsuliast puiayan.n di Paskesmas.

BAB VIII

PELAPORAN JAMINAN KESIEHATAN NASIONAL

Pasal S

Pelayanan kesehalan dalain program Jaminan Kesehatan
Nasional pada Pusces:as Jan Jaringannya di Kabupaten
Situbondo dilaporkan ~u Pinas Keschatan paling lambat
tanggal 5 bulan berikutoya.
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BAB IX
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pasui 10

1) Kepala Dinas Keschatan sebagal penanggungjawab
pelaksana pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan
terhadap pclaksanaan program Jaminan Kesehatan
Nasional di Kabupaten S.1ubondo.

2) Secara teknis pclaksanain pembinaan, pengawasan
dan pemcriksaan schagiimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan oleh Tim Saveguarding Kabupaten.

3) Hasil pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan
secara berkala kepada Bupati.

BAE X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini berlaku scjak tanggal diundangkan.

Agar seliap orang mcngelahuinva, memerintahkan

pengundangan Pcraturan Bupat: int dengan
penempatannya cdalam  Borita Daerah  Kabupaten
Situbondo :

1.1 tapkan di Situbondo
pada tanggal 19 FER sk
BUPATI SITUBONDO,

(>

DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 15 FER 771/
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

SYAIFUL

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2014 NOMOR g




